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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, perlu adanya pengawasan, pengendalian
dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
pelayanan di bidang kesehatan;

b. bahwa perizinan kesehatan merupakan instrumen
pemerintahan guna meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan sehingga perlu dilakukan pengawasan,
pengendalian, dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah
dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan
kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan
umum;

c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan perizinan kesehatan sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi masyarakat dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang
mendukungnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/ X/2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.
167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan
Hotel;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan
Kolam Renang dan Pemandian Umum;
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12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotik;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi
Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
1331/PMK/2002 tentang Perizinan Pedagang Eceran
Obat;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan
Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Komplamenter-Alternatif;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Radiologi;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu
Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian
Vektor;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium
Klinik;
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pelayanan Dialis
Pada Fasilitas Kesehatan;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 889
Tahun 2011 tentang Registrasi dan Izin Praktek Tenaga
Kefarmasian;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi
Jasaboga;

31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat
Tradisional;

34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;

35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Teknisi Gigi;

36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Perawat Gigi;

37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan Optometris;

38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Ortotis Prostetis;

39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Okupasi Terapis;

40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Terapis Wicara;
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41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Tenaga Gizi;

42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Perawat Anestesi;

43. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Tenaga Sanitarian;

44. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Perekam Medis;

45. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Fisioterafis;

46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Radiografer;

47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;

48. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2014 tentang Klinik;

49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan
Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;

50. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air
Minum;

51. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit;

52. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung  Tahun 2007 Nomor 17);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2012 Nomor 23);


